
 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 8 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN FUNGSIONAL GURU  

DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi 

Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Guru dan 

Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;  

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 827); 

 
SALINAN 



  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5339);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa 

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 90); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI 

NEGERI SIPIL PADA JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN 

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH. 

 

 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya 

disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang 

diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan 

sebelumnya kepada pegawai di luar gaji, tunjangan 

jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan 

tunjangan jabatan fungsional umum. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil 

negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 

untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

5. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh 

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 

pengawasan akademik dan manajerial pada satuan 

pendidikan. 

6. Bobot Pegawai adalah penetapan proporsi pegawai 

berdasarkan tingkat eselon untuk Jabatan struktural 

dan golongan ruang untuk Jabatan fungsional umum 

serta fungsional tertentu sebagai bagian dari total 

pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dengan mempertimbangkan unsur 

klasifikasi Jabatan, kompleksitas pelaksanaan kerja, 

dampak pelaksanaan tugas, risiko, dan tanggung 

jawab. 



7. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB 

adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang 

terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang 

pendidikan dasar sampai dengan pendidikan 

menengah dalam satu manajemen pengelolaan. 

8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat 

SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 

formal yang menyelenggarakan pendidikan umum 

pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan 

dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah 

Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau 

lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara 

Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah 

Tsanawiyah. 

9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya 

disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 

kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai 

lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah 

Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau 

lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau 

setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah 

Tsanawiyah. 

10. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

Pasal 2 

TPP bagi PNS pada Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan 

Fungsional Pengawas Sekolah diberikan kepada PNS dan 

Calon PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang 

merupakan: 

a. Guru/Pengawas Sekolah yang belum menerima 

tunjangan profesi; dan 



b. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala 

Sekolah SLB Negeri/SMA Negeri/SMK Negeri. 

 

Pasal 3 

(1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara, kecuali pada ketentuan 

mengenai Bobot Pegawai. 

(2) Bobot Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebagai berikut: 

NO. JABATAN BOBOT 

1. Guru/Pengawas Sekolah 

yang belum menerima 

tunjangan profesi 

1 

2. Guru yang mendapat tugas 

tambahan sebagai Kepala 

Sekolah SLB Negeri/SMA 

Negeri/SMK Negeri 

1 

 

Pasal 4 

Bagi Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala 

Sekolah pada SLB Negeri/SMA Negeri/SMK Negeri, TPP 

diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan. 

 

Pasal 5 

Calon PNS Guru diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh 

persen). 

 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tahun 

Anggaran 2020. 

 

 

 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 1 Maret 2020 

 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

HAMENGKU BUWONO X 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 1 Maret 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

R. KADARMANTA BASKARA AJI 

 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 8 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 

ttd. 
 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 


